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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat
dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi  dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022 sebagai
pertanggungjawaban PPID SMAN 2 Padang Panjang dalam memberikan pelayanan
informasi kepada publik di tahun 2023.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik
yang lebih akurat dan prima melalui keterbukaan informasi. Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di PPID SMAN 2 Padang Panjang dibentuk dengan
tujuan sebagai salah satu upaya memenuhi kewajiban dari undang-undang tersebut.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID SMAN 2 Padang Panjang ini disusun
guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta
gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di PPID SMAN 2 Padang Panjang.
Laporan ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan akses yang mudah,
transparansi yang konsisten, dan integritas dalam pengelolaan informasi publik di
lingkungan sekolah.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi
dalam proses ini, termasuk siswa, orang tua, guru, dan semua pihak yang
berkepentingan. Kerjasama kita adalah unsur yang sangat berharga dalam

menjalankan tugas kami dengan baik.
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LATAR BELAKANG

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah
mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang
transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai
instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat
Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong
terciptanya iklim transparansi. Terlebih diera yang serba terbuka ini, keinginan
masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP
merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa
agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus
dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
244 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi di Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.



PROFIL PPID SMA NEGERI 2 PADANG PANJANG
Sejarah PPID SMAN 2 Padang Panjang adalah jejak perjalanan transparansi

dan keterbukaan dalam pengelolaan informasi di lingkungan sekolah. Berawal dari
kesadaran akan pentingnya memberikan akses yang mudah dan adil terhadap
informasi publik, PPID ini resmi didirikan sebagai bagian integral dari upaya sekolah
untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa, orang tua, guru, dan
masyarakat umum.

Pada saat didirikan, PPID SMAN 2 Padang Panjang mendasarkan diri pada
tekad untuk menjembatani kesenjangan antara informasi yang ada dan
aksesibilitasnya. Proses pengembangan PPID melibatkan kerja sama antara staf
sekolah yang berpengalaman dalam pengelolaan informasi dan pihak terkait lainnya.
Langkah demi langkah, PPID berhasil mengumpulkan, mengorganisir, dan menyajikan
informasi dengan cara yang mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak yang
berkepentingan.

Seiring berjalannya waktu, PPID SMAN 2 Padang Panjang terus berinovasi
untuk menjawab tuntutan zaman. Dengan perkembangan teknologi informasi, PPID
semakin menguatkan presensinya dalam dunia digital dengan meluncurkan situs web
yang menghubungkan komunitas sekolah dengan informasi penting yang diperlukan.
Sejarah PPID ini merupakan cerminan komitmen sekolah dalam memberikan layanan
terbaik, membangun transparansi yang kokoh, dan menjadikan pengetahuan sebagai

alat untuk pertumbuhan dan kemajuan bersama.

Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) SMAN 2 Padang
Panjang adalah sebuah entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi
publik dan dokumentasi di lingkungan sekolah. Dalam semangat transparansi dan

keterbukaan, PPID ini hadir untuk memastikan akses yang mudah dan adil terhadap



informasi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan sekolah, mulai dari
prestasi siswa hingga kegiatan akademik dan administratif.

Dengan visi untuk menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan dan
bermanfaat bagi seluruh komunitas SMAN 2 Padang Panjang, PPID berperan sebagai
jembatan antara sekolah dan masyarakat. Dengan pengalaman dalam pengelolaan
informasi dan paham akan pentingnya kebutuhan akses informasi yang cepat dan
akurat, PPID membantu menjaga integritas dan kredibilitas sekolah.

Dalam upayanya untuk memberikan pelayanan terbaik, PPID tidak hanya
memfasilitasi akses informasi publik, tetapi juga memberikan bimbingan dan dukungan
kepada pengguna yang membutuhkan. Tim di balik PPID SMAN 2 Padang Panjang siap
menjawab pertanyaan, memberikan panduan, dan menjelaskan prosedur akses
informasi secara komprehensif. Dengan demikian, PPID tidak hanya menjadi pintu
gerbang informasi, tetapi juga mitra dalam perjalanan pengetahuan dan pemahaman.

Dengan dedikasi untuk transparansi, integritas, dan kemudahan akses
informasi, Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi SMAN 2 Padang
Panjang hadir sebagai pilar penting dalam memenuhi hak setiap individu untuk
mengetahui dan berpartisipasi dalam perkembangan sekolah. Dengan dukungan dari
PPID, komunitas sekolah dapat terus tumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman

yang lebih mendalam tentang semua yang SMAN 2 Padang Panjang tawarkan.



KEPUTUSAN KEPALA SMAN 2 PADANG PANJANG
NO : 800/012/SMA 02/PP/1-2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 2 PADANG PANJANG

TAHUN 2022

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PADANG PANJANG

Menimbang

Mengingat

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di SMA Negeri 2
Padang Panjang perlu menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi dilingkungan SMA Negeri 2
Padang Panjang

1.

10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistim Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;

Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Standar Layanan Informasi

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklarifikasian Informasi Publik



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Kempat

Kelima

MEMUTUSKAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkugan

SMA Negeri 2 Padang Panjang

Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum

KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1 Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
PPID SMA Negeri 2 Padang Panjang yang meliputi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

b. Informasi yang waijib tersedia setiap saat;

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
Informasi Publik.

2 Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi kepada publik;

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

4. Melakukan Koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas
Pendidikan dan PPID Utama pada Pemerintah Kota
Padang Panjang

5 Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat.

Segala biaya yang timbul akibat dikerluarkannya surat

keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang

relevan.

Surat keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan

DITETAPKAN DI : PADANG PANJANG
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022
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Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: 3 Januari 2022

: Keputusan Kepala SMAN 2 Padang Panjang
: 800/012/SMA 02/PP/1-2022

. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan

SMA Negeri 2 Padang Panjang

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 2 PADANG PANJANG
TAHUN 2022

Penanggung Jawab

Ketua

Sekretaris

Seksi Bidang Pengaduan

Seksi Bidang Pelayanan Informasi
Seksi Bidang Pengelolaan Informasi
Seksi Bidang dokumentasi dan kearsipan

Anggota

<&

WIAH P

PADANG PANJANG
KOTA PADANG PANJANG

: Dra. Yurnilis

: Okama Mahendra, S.Pd.|

: Zul Aidi Kh

: Sofyan, S.Pd

: Armen

- Raidillar R. Reodiaz, S.Hum
: Rido Muhammad Ardi, S.Pd

: 1. Laily Sya’adah, S.Pd

2. Husni Angreni, S.Pd

3. Agustin Suparna, A.Md

Padang Panjang, 3 Januari 2022
o@eala SMAN 2 Padang Panjang

r




STRUKTUR PPID =N

SMA NEGERI 2 PADANG PANJANG 1_
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

800/012/SMA 02/PP/I-2022

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS

SEKBID SEKBID PELAYANAN SEKBID PENGELOLAAN SEKBID DOKUMENTASI
PENGADUAN INFORMASI INFORMASI DAN KEARSIPAN

ANGGOTA

Padang Panjang, 3 Januari 2022
Kepala SMAN 2 Padang Panjang

Dra. Yunilis
NIP. 19690605 200012 2001



LAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK PPID SMAN 2 PADANG PANJANG

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April
2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi
bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik.
UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau
dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara
langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan
mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih diera yang serba terbuka
ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi.
Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu
adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan
pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good
governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 244 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang

Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Salah satu aspek krusial dalam peran kami adalah menghadirkan
layanan kebijakan publik yang efisien dan efektif. Kami memahami bahwa
kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan
dan jalannya pendidikan di SMAN 2 Padang Panjang. Oleh karena itu, PPID
SMAN 2 Padang Panjang berdedikasi untuk memberikan akses yang mudah
terhadap semua kebijakan sekolah, prosedur, dan pedoman yang berlaku.

Layanan kebijakan publik kami mencakup menyediakan salinan
kebijakan yang relevan, memberikan penjelasan jika diperlukan, dan merespons
pertanyaan terkait kebijakan. Kami berupaya untuk menjadikan kebijakan-
kebijakan ini lebih dapat diakses dan dimengerti oleh seluruh komunitas
sekolah, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dalam proses
pembuatan kebijakan.

Selain itu, kami memperhatikan umpan balik dari masyarakat dan
melibatkan mereka dalam proses perubahan atau penyempurnaan kebijakan
jika diperlukan. Dengan layanan kebijakan publik kami, kami berharap dapat
menciptakan lingkungan yang lebih transparan, demokratis, dan inklusif di
SMAN 2 Padang Panjang, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat
berperan aktif dalam perwujudan pendidikan yang berkualitas.

Dalam upaya untuk menjadikan layanan kebijakan publik lebih efektif,
kami juga memfasilitasi komunikasi dua arah yang erat dengan masyarakat.
Kami menerima masukan, saran, dan pertanyaan terkait kebijakan yang kami
terapkan. Ini memungkinkan kami untuk merespons kebutuhan dan aspirasi
komunitas sekolah dengan lebih baik serta memastikan bahwa setiap kebijakan

yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan tujuan sekolah.



Selain itu, dalam semangat transparansi, kami menyajikan kebijakan-
kebijakan ini dalam format yang mudah diakses, sering kali melalui situs web

kami https://ppid.sman2.sch.id. Ini memungkinkan siapa saja untuk dengan

mudah menavigasi dan merujuk kebijakan yang relevan saat memerlukan
panduan atau informasi.

Kami percaya bahwa layanan kebijakan publik yang kami sediakan
bukan hanya tentang menyediakan teks kebijakan, tetapi juga tentang
membantu setiap anggota komunitas sekolah untuk memahami, menghormati,
dan mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Melalui upaya ini, kami berharap
dapat menciptakan iklim di mana seluruh komunitas sekolah merasa terlibat
dalam proses pembuatan kebijakan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan

pendidikan yang lebih tinggi.



DASAR HUKUM PPID
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa untuk
mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan
Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan
pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk
teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara
nasional.
. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulblik Indonesia
Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011;
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;
. Hasil Rapat Kerja Kepala Sekolah dan Staff SMA Negeri 2 Padang

Panjang.



VISI DAN MISI PPID SMAN 2 PADANG PANJANG
Visi dan misi PPID SMAN 2 Padang Panjang membentuk dasar dari
komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, berfokus pada
pembelajaran, dan mendorong partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat

dalam pendidikan.

Visi: Kami bertujuan untuk menjadi pusat informasi terdepan yang memberikan
akses yang mudah, akurat, dan transparan terhadap informasi berkualitas yang
berkaitan dengan kegiatan pendidikan, prestasi siswa, dan pengelolaan

sekolah.

Misi:

e Memberikan Akses Informasi yang Mudah: Kami berkomitmen untuk
memberikan akses yang mudah kepada semua pihak yang
berkepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat
umum, terhadap informasi yang relevan dan bermanfaat.

e Mendukung Pembelajaran Aktif: Kami berupaya untuk mendukung
pembelajaran siswa dan guru dengan menyediakan informasi yang
mendalam dan aktual, sehingga membantu dalam meningkatkan
pemahaman dan kualitas pendidikan.

e Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan: Kami berperan dalam
menciptakan lingkungan sekolah yang transparan dan terbuka
melalui penyediaan informasi yang jujur, akurat, dan komprehensif

kepada seluruh komunitas sekolah.



¢ Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi: Kami
menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas
dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyediaan informasi, sehingga
memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan efektif.

e Meningkatkan Partisipasi Komunitas: Kami mendorong partisipasi
aktif dari seluruh komunitas sekolah dalam memanfaatkan informasi
yang kami sediakan, serta memberikan ruang bagi masukan dan
umpan balik.

e Melindungi Kepentingan dan Privasi: Kami menjaga keamanan dan
privasi informasi, serta memastikan bahwa data sensitif dikelola
dengan aman sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

e Pembinaan Budaya Pengetahuan: Kami berusaha untuk menciptakan
budaya pengetahuan yang kuat dengan ~mempromosikan
pengetahuan, pemahaman, dan pemakaian informasi sebagai

instrumen pertumbuhan dan pengembangan diri.

Moto:

Wawasan Tanpa Batas melalui Informasi Berkualitas



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan transparansi,

Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) SMAN 2 Padang

Panjang menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap

orang, maka selaku menyelenggara layanan informasi publik, kami terus

berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen

untuk:

Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan

Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai
standar layanan informasi yang berlaku;

Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam
memberikan layanan informasi publik;

Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi
informasi yang mudah diakses masyarakat;

Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan
layanan informasi publik. Untuk mewujudkan komitmen tersebut,
kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat

atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik adalah:
e Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan
informasi
e Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
e Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
e Penetapan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi
publik
e Pengujian konsekuensi
e Pengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya
e Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka
waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di
akses; dan
e Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil

untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Mekanisme Perolehan Informasi Prinsip dalam menyediakan informasi
adalah cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Mekanisme untuk memperoleh
informasi publik:

e Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan

untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik secara

tertulis atau tidak tertulis.



Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon informasi
publik.

Badan Publik wajib mencatat permintaan informasi publik yang di
ajukan secara tidak tertulis.

Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan
diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui
surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan
permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman

informasi.



CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Melalui website https://ppid.sman?2.sch.id atau email ppid@sman?2.sch.di

. Melalu telepon/Whatsapp: Menghubungi layanan informasi di nomor
(0752) 484752, Whatsapp 0812 2223 0528

. Langsung: Datang langsung ke Layanan Informasi, dengan alamat SMA
Negeri 2 Padang Panjang, jalan Bundo Kandung no.2 Padang Panjang.

Sumatera Barat

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan pemohon informasi
publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

. Waktu penyelesaian di laksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak di terimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan
informasi yang di minta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan
PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

. Penyampaian Informasi publik kepada pemohon informasi publik di

lakukan secara langsung, melalui email ataupun jasa pengiriman.


https://ppid.sman2.sch.id/
mailto:ppid@sman2.sch.di

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pihak PPID SMAN 2 Padang Panjang dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;

2. Pihak PPID SMAN 2 Padang Panjang harus memberikan tanggapan atas
pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis
disertakan bersama tanggapan tersebut;

e Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka
sengketa keberatan selesai;

e Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas
tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa
informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi

Sumatera Barat.

WAKTU PELAYANAN INFORMASI
Pemberian Pelayanan Informasi Publik di laksanakan setiap hari kerja
Senin s/d Jumat, dengan pembagian waktu sebagai berikut:
e Senin s.d Kamis: 10.00 - 15.00 WIB. Istirahat: 12.00 - 13.00 WIB

e Jumat: 10.00 - 15.00 WIB. Istirahat: 11.30 - 13.30 WIB



DATA PELAYANAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2022
PERMOHONAN INFORMASI

Jumlah
Jumlah per yang dil per yang Alasan penolakan permohonan
Jenis Permohonan aniah ekt ditolak
Per y
Sepenuhnya Sebagian Rahasia Belum dikuasai/selesai Lainnya
Perkara dan - - - - - _ _ ~
putusan
Kepegawaian - - - - - - - -
Pengawasan dan - - - - - _ _ ~
Pendisiplinan
Anggaran dan asset - - - - - - - -
Kesiswaan - - - - - - - -
Lainnya - - - - - - - -
Total - - - - - - - -
DATA PELAYANAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2022
PENYELESAIAN SENGKETA
T atas ke Komisi Hasil Mediasi di Komisi Informasi Statisputysan d.l Komisi
Informasi
Jumlah
Jenis Permohonan Permohonan .
LEOD Menerima Menolak Berhasil Gagal Berhasil Gagal Mengua?kan pemohon
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